
r, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Oaerah Kabupaten dalam lingkungan Propmsi Ojawa Sarat (Serita 
Nega:a Tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang ,omor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pembentukan 
Kabupaten P Jrwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang·Unda,g Nomo, 14 Tahun 1950 tentang Pembentukari Oaetall· 
Oaerah Kabu,aten Oalam Llngkun,an Propinsi Ojawa Sarat (Lembarar. 
Ne,ara Rep,blik Indooesia T~hun 1968 Nomor 31, Tambahan 
le,,,baraa Ne11ara Republlk Indonesra Nomo, 2851); 

a. bahwa sesuat ketentuan dalam Lampiran Peraruran Menteri Oalam 
Negeri Nomor 37 Tahlm 2010 tentang Pedoman Penyusunan AP80 
Tahun Anggaran 2011 pada angka IV point 6, bahwa Program clan 
kegiatan yang dibiayai darl dana transfer dan sudah jelas 
peruntvkannya seperti Dana Oarurat, Oana Be.ncana A!am, DAK dan 
bantuan keuangan yang bersilat khusus serta pelal<sanaan kegiatan 
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup 
tersedla dan/atau belum dianggarkan dalam APBO, dapat dl!aksanai<an 
mendanului penetapan Peraturan Oaerah tentang Perubahan APBO 
dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah ten.ang Perubahan 
Penjabaran APBO dan memberitahukan kepada Pimpinan OPRD; 

b. bahwa sehobungan dengan adanya program dan kegiatan yang 
bersumber darl bantuan keuangan peme,intah dan pemer!ntah provmsi 
Jawa Barat dan belum teran99arkan dalam APSO Kabupaten Sekasi 
Tahun Ang~aran 2011, maka unruk melaksanakan program dan 
keg'atan tersebut perlu ditindaklanjuti melalu1 perubahan Peraturan 
Supatl Nomor 31 Tahun 2010 tentang penjabaran APBO Kabupaten 
Se<asi Tahun Anggaran 2011; 

c. bahwa etas easer pertimbangan sebagaimana dimal<sud dalam huruf a 
dao ruruf e. maka Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Sejanja 
Oaerah Tahun Anggaran 2011 tersebut per!u di!etapkan der.gan 
Peratur<Jn Supati. _ 
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2. Unda-ng-L'Tt:ang ".ornor 23 Ta!'11 .. n 1999 ten:a:19 Pen)'e.:eng~araan 
Negar., yang Bers!ll dan Sebas dari Korupsi, KolUSi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Repul)I k lrtconesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan -embaran Negarc Republif. Indonesia Nornor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuaogan Negara 
(Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nome, 47, 
Tambahan Lembaran r.egara Republil; Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-'Jndang Nomor 1 Tahun 2004 tenlang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200'! Nomor 5, 
Tambahan l.embaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4355}; 

5. Undang-Unclang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenrukan 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republlk !noonesla 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Re;,ubli• 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nom0< 15 Tahun 2004 tentang Pemenksa.,aan 
F'engelofaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik !r.donesla Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan O<lerah 
(Lembaran Negara Republik Indon<isia Tahun 2004 Hornor 125, 
Tambahan lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4437) 
sebogalman., telah beberapakali diubah teral<hi.- dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 mntang Perubahan KedUa Atas 
Undang-Uncang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia T,ahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lemooran Negara Repubffk Indonesia 
Nornor 4578); 

9. Petaturan Men:eri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Oalam Negerl Nomor 59 Tahoo 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 te<1tang Pedoman Pengelolaan Keuang3n Oaerah; 

10. Pe-aturan r,1enteri Daram Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tenr.mg 
Pec:lcman P<?nyusunan Anggaran Pen(laparan dan Belanja Daerah 
Ta'\un .4n;ga .. an 2011; 

11. Peraturar, Dserah Kabupaten 3el<asi Nomor 1 Tahun 2007 te,tang 
Pokok-po<OI< Per,gelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran 0.-h 
l\abupaten Bekasi Tahun 2007 Nom0< l); 

n. Peraturan Oae·at, Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 b,n\ang 
Organ,sas, Pcrangsat Daerah Pemerinrah Kabupaten Bekasl (Lembaran 
Oaerah Kat,upa,en Bekasi Tahun 2009 Nomor 7); 

13. Per,itcran Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Penoapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
(Lembaran Daerah Kabupate,, Bekasi Tahon 2010 Nomor 6); 

14. Peratu:ao Bupatl Bet<asl Nom0< 31 Tahon 2010 tentang Penjabaran 
Anggaran Pmda?<'taO dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
{Ber~a Daerah Kabupaten BekaSi Tahun 2010 Nomor 31}; 



, 

Rp 433.795.499.080,00 Jumlah Pernbiayaan Netto 

Sisa Lebih Pemblayaa, Ang9aran Tahun Berkenaan 

433.795.499.080,00 

Rp l.186.554.698.779,00 

Rp 2.236.051.2'11.233,00 
Rp (433.795.400.080,00) 

Rp 
P.p 

82.731.575.500,00 
433.695.389.800,00 
670.127 .733.479,00 

Rp !.049.496.542.454,00 

Rp 
Rp 
Rp 

80?.242.215.820,00 
90.351.993.000,00 
54.831.940.000,00 
27 .511.550.000,00 
Sl.256.239.700,00 
18.302.603.934,00 

Rp 1~802.2SS.742.153,00 

Rp 3~5.761.858.509,00 
Rp l.123.731.848.644,00 
Rp 332.762.035.000,00 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

3. Pemblayaan : 
a. Penerlmaan 
b. Penge:luaran 

Jumlah Belanja 
Surplusi(Delisit) 

- - 
b. Sela:ija Langs\lng 

l) Befanja Pegawai 
2) Belanja &,rang dan Jasa 
3) Belanja Moda, 

l 

2. Belanja: 
a. Befanja Tldak La,,gsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja H,bah 
3) Belanja Barroan Sosia' 
4) BelanJa Bagi Has,l 
5) Belanja Ba-.tuan Keua11gan 
5) Be,an]<I Tldak Terduga 

Jumlah Pendapatan 

Anggaran PenC:apatan daa Belanja Oaerah Kaoopaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 
sejumlah R;, 2.236.0S!.241.233,00 dengan rincian sebagal berikut: 

i. l'<,odapatan : 
a. Pendapatan Asli Oaerah 
b. Dana Perimbangan 
c, lain·lain Pendapa,an yarg Sah 

Pasall 

A. Ketentuan Pasal 1. Anggar9n Pendapatan da11 Belanja Oaerah Kabllpat£f\ Bekasi Tahun 
Anggaran 2011 sejumlah Rp l.926.031.2n.393,00, diubah sehingga harus dibaca 
sebagai bellkut ; 

Bebe,apa ketentuan dalarn Peraturan Supati Bekasl Nomor 31 Tahun 2010 wnrang 
Penjabaran APSO Tahun Anggaran 2011 (Betita Daerah Kabupaten Belcasi Tahoo 2010 
Nemer 31) diubah sebaqai berikut: 

PasalI 

MEMUTVSKAN: 

Menetapkan ; PERUSAHAN ATAS PEAATl.i<AN 8'.J?I.TJ SEJCAS! NOMOR 31 TAHUN 2010 
Tl:NTANG i'El'OABARAN MGGARAN PENOAPATAN DAN BclAN.JA OAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011. 



• - 

DIN 

\ 

Oitetapkan di Obrang Pusat 
pada tan9gal 15 Haret 2011 

KASI 

Peraturan BupaU Bekasl lni mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. 

Agar setiap orang mengetaholn'/a, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupalf lni, 
dengan rnenempatl<annya dalaM llerita Daerah KabuP<1ten Bekasl. 

Pasalll 

C. Hal·hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasl Nam°' 31 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran APBO Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011 sepanjang tidak diatur da!am 
Peraturan Bupa!i ini dinyatakHn tetap berlaku. 

B. K~tentJan Lamp,ran I dan Lamplran II diubah sehingga harus dibaca sebcgaimana 
tercantum dafan Lampiran Peraturan Supati ini. 


